
80 Kades dan 758 Perangkat Desa di Maros Terima THR

 

Sumber gambar: 
https://sindomakassar.com/read/sulsel/7475/80-kades-dan-758-perangkat-desa-di-maros-terima-

thr-1712037868 

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi kepala desa dan perangkat desa mulai 
cair  Senin,  1  April  2024.  Tunjangan  tersebut  dianggarkan  dari  APBDesa 
sebesar Rp1.841.700.000. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD)  Kabupaten  Maros,  Muhammad  Idrus  mengatakan,  ini  merupakan 
tahun kedua kades di Maros menerima THR.

Idrus  menyebutkan,  ada  80  kades  dan  758  perangkat  desa,  temasuk 
kepala  dusun  yang  menerima  THR.  Setiap  Kepala  Desa  menerima  THR 
sebanyak Rp3.500.000. "Sekdes dapat Rp2.250.000, perangkat kades 2.050.000,” 
katanya, Selasa (2/4/2024).

Mantan Kadis DPPPA ini mengatakan, tunjangan diberikan berdasarkan 
kebijakan  pemerintah  kabupaten.  Anggarannya  kata  dia  bersumber  dari 
APBDes  bukan  dari  APBD.  Kebijakan  ini  telah  diatur  melalui  Perbup 
pengelolaan  ADD.  Kebijakan  ini  diatur  melalui  Perbup  pengelolaan  ADD. 
“Dasarnya  Perbup  No  131  Tahun  2022  tentang  Penghasilan  Tetap  dan 
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,” jelasnya. 
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Untuk  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  tak  termasuk  dalam 
penerima  tunjangan.  “Tidak,  mereka  itu  tidak  menerima  gaji,  tapi  hanya 
tunjangan, THR itu hanya untuk penerima gaji,” katanya.

THR bagi BPD bisa dibayarkan melalui pendapatan asli desa (PAD). “Ada 
beberapa desa yang membayarkan THR untuk BPD-nya dari PAD desa, seperti 
dari Bumdes, tapi tidak semua desa punya PAD,” tutupnya.

Sumber Berita : 
1. https://sindomakassar.com/read/sulsel/7475/80-kades-dan-758-perangkat-  

desa-di-maros-terima-thr-1712037868  2 April 2024.
2. https://harian.fajar.co.id/2024/04/03/kades-aparat-desa-dapat-thr-bpd-tidak-  

kebagian/ 3 April 2024. 
 
Catatan : 
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan 

Keuangan  Daerah  Pasal  31  ayat  (1)  yang  menyatakan: Pendapatan  asli 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 
yang menyatakan: 8.  Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD 
merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang 
dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 
yang menyatakan:  c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan 
sub rincian objek.  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  pajak  daerah diatur 
dengan  Perda  yang  berpedoman  pada  undang-undang  mengenai  pajak 
daerah dan retribusi daerah.

4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 
yang menyatakan: 
d.  Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian 
objek.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  retribusi  daerah  diatur  dengan 
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan 
retribusi daerah.
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5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 
yang menyatakan: 
e. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dirinci menurut 
objek,  rincian  objek  dan  sub  rincian  objek.  Hasil  pengelolaan  kekayaan 
daerah  yang  dipisahkan  merupakan  penerimaan  daerah  atas  hasil 
penyertaan modal daerah.

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-
31 yang menyatakan: 
f.  Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  merupakan  penerimaan 
daerah  selain  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  hasil  pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian 
objek   dan   sub   rincian   objek   sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli  daerah yang  sah  dapat 
dikelola  di  SKPKD  maupun  SKPD.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah terdiri atas:
1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;
4) jasa giro;
5) hasil pengelolaan dana bergulir;
6) pendapatan bunga;
7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8) penerimaan  komisi,  potongan,  atau  bentuk  lain  sebagai  akibat 

penjualan, tukar-menukar,   hibah,   asuransi,   dan/atau pengadaan 
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai 
akibat  penyimpanan  uang  pada  bank,  penerimaan  dari  hasil 
pemanfaatan  barang  daerah  atau  dari  kegiatan  lainnya  merupakan 
Pendapatan Daerah;

9) penerimaan  keuntungan  dari  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap 
mata uang asing;

10) pendapatan   denda   atas   keterlambatan   pelaksanaan pekerjaan;
11) pendapatan denda pajak daerah;
12) pendapatan denda retribusi daerah;
13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14) pendapatan dari pengembalian;
15) pendapatan dari BLUD; dan
16) pendapatan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.
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